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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah sang pencipta langit dan bumi,

. penentu antara hidup dan mati, atas segala rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan
kepada seluruh umat manusia, termasuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan
skripsi ini yang akan diajukan untuk memenuhi gelar sarjana hukum. Sebagai bagian
dari bangsa Indonesia, saya merasa sedih dan sangat prihatin ketika dunia
internasional memberikan predikat Negara terkorup di Asia (The big five) kepada
Indonesia. Oleh karena itu tergerak hati saya untuk memberikan sumbangsih
pemikiran dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tujuan agar
penegakan hukum tindak pidanei korupsi dapat maksimal. Skripsi ini mencoba
membahas tentang sistem pembuktian terbalik terbatas yang diatur dalam Undang-
undang Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekaligus melihat -

pelaksanaan sistem tersebut dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pibak
yang telah memberikan dukﬁ;lgan kepada penulis baik materiil maupun nonmaterial,
diantaranya;

1. Allah SWT, pencipta alam semesta yang telah memberikan

segalanya kepada penulis.
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Kedua- orang {ua, bapak Jabidi dan ibu Nurlaela yang selalu ada di
hati. Karena beliau lah penulis ada sampai sekarang. |

Kedua kakakku, Lailida Luciana dan Novarita andayani yang selalu
ada di hati serta ponakanku Abil Zarpan.

Pakde dan budhe, Om dan Tante ku, thanks for all

Ibu Hj. Yeni Widowaty yang dengan sabar dan ikhlas membimbing
penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bapak Endrio yang juga dengan sabar dan ikhlas membimbing
penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bapak Iwan Satriawan yang telah memberikan tambahan referensi
dalam penulisan skripsi ini.

Tbu Dewi Nurul selaku dekan fakultas hukum UMY.

Bapak Khoiruddin Bashori selaku rektor UMY

Seseorang yang selalu ada di batiku “Mei Sih Yanti”, thanks atas
dukungannya dan selatu ikhlas menemaniku selama ini.
Saudara-saudaraku, Dr. Sanip (Thanks atas komputernya yah..,
kapan lulus nich), Asep Mufti, Ridwan, Gudel “piero”, gunawan,
chamid, panjul, dayat, dan seluruh bala kurawa yang selalu dalam
garis perjuangan.

Teman-teman Indonesian Court Monitoring (ICM) semoga selalu
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14.- sel@h pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam
penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu (maaf
yah..).

Penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas

‘dari kesalahan, oleh karena itu penulis membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada

semua pihak yang ingin memberikan kritik dan sarannya. Semoga tulisan ini
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